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MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL 

NEGARA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 

31 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

PERTURAN BUPATI MAMASA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

DENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA 

Menimbang:   Menimbang: 

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan 

kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan 

indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, 

motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mamasa; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian 

tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan dalam hal belum adanya 

Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari menteri; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah 

Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan 

penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan 

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Aparatur Sipil Negara. 

 

a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara peril dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara. 
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Mengingat : Mengingat : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa 

dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4186); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 

Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, SALINAN Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesa Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6477); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis 

Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesa Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa 

Nomor 6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban 

Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 

Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 

Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1273); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 01); 

23.  Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2016 Nomor 161). 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 

Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1273); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 01). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

APARATUR SIPIL NEGARA 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

APARATUR SIPIL NEGARA. 
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BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamasa. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi 

perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Mamasa selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat 

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundangundangan 

7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP 

adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN yang besarannya didasarkan pada hasil 

evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja ASN. 

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang PNS 

9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam 

satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.  

10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap 

kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis 

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap 

informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 

2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamasa. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi 

perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Mamasa selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. 

8. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain 

gaji diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, 

kinerja, dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang PNS. 

10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam 

satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan. 

11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap 

kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 

13. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam 

indikator kinerja. 

14. Pelaporan kerja bulanan ASN adalah penyampaian laporan aktivitas kerja oleh setiap 

ASN setiap bulan yang menggambarkan uraian tugas secara harian, mingguan, dan 

bulanan. 

15. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah 

bekerja sekurangkurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi 

yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. 

16. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan 

pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan 

dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 

17. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih 

dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 

ditambah paling lama 6 (enam) bulan. 

18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah 

daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam 

formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.  

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 

22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan 

rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, 

Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah. 

12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan 

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi 

faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

14. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam 

indikator kinerja. 

15. Pelaporan kerja bulanan ASN adalah penyampaian laporan aktivitas kerja oleh setiap 

ASN setiap bulan yang menggambarkan uraian tugas secara harian, mingguan, dan 

bulanan. 

16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah 

bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi 

yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. 

17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan 

pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 

2 (dua) bulan sesudah persalinan. 

18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih 

dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 

ditambah paling lama 6 (enam) bulan. 

19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah 

daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir 

LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa yang bertindak dalam 

kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 

23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan 

rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan 

Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 
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23. Kehadiran adalah komponen penentu penilaian berdasarkan keadaan seorang pegawai 

dikantor pada waktu tertentu sesuai ketentuan jam kerja. 

24. Daftar kehadiran adalah bukti kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara 

elektronik maupun bentuk formulir secara manua 

 

pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta 

pengelolaan barang milik daera 

Pasal 2 

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan 

peraturan perundangundangan, juga diberikan TPP setiap bulan. 

Tetap 

BAB II 

PRINSIP PEMBERIAN TPP 

Pasal 3 

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan; 

b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. roporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban pegawai; 

d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau 

tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;  

e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan 

rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran 

sebagai ASN; 

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin 

kesejahteraan ASN; dan 

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu 

anggaran belanja Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

Tetap 
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BAB III 

KRITERIA PEMBERIAN TPP 

Pasal 4 

TPP diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Perangkat 

Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan (BPKD), perencanaan daerah 

(Bappelitbang), pengawasan bidang pemerintahan (Inspektorat Daerah) dan 

Sekretariat Daerah; b. besaran TPP adalah 15% (lima belas per seratus) untuk OPD 

Sekretariat Daerah, 10% (sepuluh per seratus) untuk OPD Inspektorat Daerah, 8% 

(delapan per seratus) untuk OPD Bappelitbang dan BPKD, dari besaran basic TPP; c. 

besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

A TPPPOL = (% pertimbangan objektif lainnya x B) 

Keterangan : 

A TPPPOL = Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya 

B TPP = Basic TPP 

   
 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

BAB III 

KRITERIA PEMBERIAN TPP 

Pasal 4 

(1) TPP berdasarkan prestasi kerja : 

a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja 

yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan 

diatasnya; dan  

b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan 

daerah dari besaran basic TPP. 

(2) TPP berdasarkan tempat bertugas : 

a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam tugasnya berada 

di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 

b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat 

bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor 

berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota; 

c. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa 

terendah di provinsi atau kabupaten/kota; dan 

d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas provinsi atau kabupaten/kota adalah paling 

tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari basic TPP ASN provinsi atau kabupaten/kota 

apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). 

(3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya :  

a. kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS 

sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan 

daerah dan karakteristik daerah. 
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BAB IV 

PENETAPAN BESARAN TPP 

Pasal 5 

(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut :  

a. Kelas Jabatan; 

b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 

c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan 

d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :  

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan 

Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah) 

(3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Penetapan nama jabatan pelaksana (JFU/Staf) serta kelas jabatan bagi ASN dalam 

lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang 

telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan lampiran yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) 

berbunyi sebagai berikut : 

BAB IV 

PENETAPAN BESARAN TPP 

Pasal 5 

(1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut : 

a. kelas jabatan; 

b. indeks kapasitas fiskal daerah; 

c. indeks kemahalan konstruksi; dan 

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. 

(2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan 

Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks 

kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan 

pemerintah daerah) 

(3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Penetapan nama jabatan pelaksana (JFU/Staf) serta kelas jabatan bagi ASN dalam lingkup 

Pemerintah Kabupaten Mamasa mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang telah 

dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 4. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

BAB IVA 

PENUNDAAN TPP 

Pasal 5A 

(1) Setiap PNS berkewajiban : 
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a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi : Pejabat tinggi pratama; 2. Pejabat 

administrator; dan 3. Pejabat fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan 

urusan pemerintahan di daerah pada Inspektorat Daerah.  

b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi; 

c. menggunakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

d. tidak memiliki tanggungan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 

Rugi).  

(2) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi 

penundaan TPP sampai dengan terselesaikannya kewajiban. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Mamasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Tetap 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

 

Ditetapkan di Mamasa 

pada tanggal 29 Desember 2021 

BUPATI MAMASA, 

                      Cap/ttd 

RAMLAN BADAWI 

 

 

Ditetapkan di Mamasa 

pada tanggal 07 Desember 2022 

BUPATI MAMASA, 

                      ttd 

RAMLAN BADAWI 

 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal 29 Desember 2021 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal 07 Desember 2022 
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 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

                      Cap/ttd 

KAIN LOTONG SEMBE 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

                      /Ttd 

MUHAMMAD SYUKUR 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 31 BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG. HUKUM dan HAM, 

                     Cap/ttd 

H. ABD SAMAD, SH., MM 

Pangkat : Pembina 

NIP       : 196905032007011044 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG HUKUM DAN HAM,  

Cap/ttd 

H. ABD SAMAD, SH., MM 

Pangkat : Pembina Tk. I 

Nip        : 196905032007011044 


